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KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun 2026
merupakan kewajiban Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Jembrana sesuai Permenpan RB Nomor 29 Tahun
2010. RKT disusun sebagai pegangan bagi setiap SKPD dalam
mengelola  keuangan guna  melaksanakan program/kegiatan
sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Jembrana 2026.

Dengan tersusunnya RKT Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Jembrana Tahun 2026, maka segala kegiatan yang
akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 difokuskan pada RKT
tersebut.

Kami menyadari RKT ini masih banyak kekurangan dan
kelemahannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan
saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Mudah-mudahan RKT
ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar
pengambilan  kebijakan dalam  meningkatkan kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, terima

kasih.

Negara,
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Jembrana,

Drs. Gede Sujana, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690819 198903 1 003




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...ccottttiriintenscesccescesccsscescssscescssssescessssssassonse i
DAFTAR ISI..cciuiiiiiieriirienrcescesccascescssscescosssescossssssessssssssssnssossons ii
BAB I PENDAHULUAN
AL UMUDM Lo 1
B. DASAR HUKUDM ..ottt et eeae 2
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD ....ccoeuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeenes )
BAB II RENCANA STRATEGI DAN RENCANA KERJA TAHUN 2026
A. PERENCANAAN STRATEGI....ccitiiiiiiiiiiiiirieeeea 18
1. Visi dan MiSi...oeieuiiiiiniiniiiieiee e 18
2. TUJUAN e 19
S SASATATL tututititiiiit i 20
G StrAtEEl . v 20

BAB III PENUTUP......cccttitiutiutieittetieriaciecscecsassacescescasssssscnsnns 35



BAB 1
PENDAHULUAN
A. UMUM

Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai salah satu dokumen
perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan
untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk masukan
(input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat dan atau dampak
yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu
program/kegiatan.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil adalah dokumen perencanaan dalam rangka
mendapatkan keluaran/hasil dari program dan kegiatan yang akan
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur dalam kurun waktu 1
(satu) tahun.

Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam
rangka menghasilkan output misalnya sumber daya manusia, dana,
material, waktu, teknologi dan sebagainya.

Keluaran (output) adalah sesuatu berupa produk/jasa (fisik
dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu
kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa
dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Rencana Kerja merupakan rangkuman atau ringkasan yang
dipergunakan sebagai penghubung dan atau jembatan antara
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)



B. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan beberapa landasan
sebagai berikut :
a. Landasan Idil yaitu Pancasila
b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
c. Landasan Operasional terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5857) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
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tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

S. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6871);

C. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sesuai dengan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 41
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
disebutkan Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang administrasi
kependudukan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas,
Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan  urusan Pemerintahan  Bidang  Administrasi
Kependudukan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada
Kabupaten dan untuk melaksanakan tugas urusan pemerintahan
Bidang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana menyelenggarakan fungsi: :

1) Penyusunan program dan anggaran;

2)  Pengelolaan keuangan;

3) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah

tangga dan barang milik negara;

4)  Pengelolaan urusan aparatur sipil negara;

5) Penyusunan perencanaan dibidang pendaftaran

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, kerjasama administrasi
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6)

10)
11)

12)

13)

14)
15)

kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, kerjasama, pemanfaatan
data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan,;

Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan;

Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi
kependudukan;

Pelaksanaan kegiatan penatausahaan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung 7 Pejabat

Struktural yang meliputi :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris Dinas membawahi

-Kasubag Keuangan

-Kasubag Umum

3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan

5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pemanfaatan Data



Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam Bagian Struktur
Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Jembrana sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jembrana. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana

Nomor 20 Tahun 2023
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KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
I |
Sub-Bagian Sub-Bagian Kelompok Jafung
Keuangan Umum
| | |
Bidang Pelayanan Bidang Pelayanan Bidang
Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan
dan Pemanfaatan Data
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
JABATAN JABATAN JABATAN
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Adapun rincian Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing —
masing Jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jembrana, antara lain :

Kepala Dinas

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas, adupun rincian Tugas dari
Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

a.menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja
Dinas;

b.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan
urusan pemerintahan kabupaten di bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil,

c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan
urusan pemerintahan kabupaten di bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;

d. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis
pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten di bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten di
bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
melalui sistem pengendalian internal (SPI) agar program dan
kegiatan berjalan dan berhasil sesuai dengan indikator
sasaran strategis yang diperjanjikan;

f. menyelenggarkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi
pemerintah, swasta, dan lembaga terkait lainnya di bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

g. memberikan rekomendasi, saran, dan pertimbangan terkait
dengan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

h. menindaklanjuti dan mempedomani amanat peraturan

perundang-undangan terkait dengan bidang tugasnya agar



tidak terjadi penyimpangan berdampak pada kegagalan
pencapaian target yang diperjanjikan;

i. memonitor terhadap pemenuhan laporan dan data oleh
pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana serta
instansi lain yang berkepentingan agar kesesuaian maupun
ketepatan laporan dan data dapat dipertanggungjawabkan;

j- menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan
pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas;

k. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
lingkup Dinas;

1. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas

m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;

n. membimbing dan memberi petunjuk penyelesaian
permasalahan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan
program dan kegiatan agar program dan kegiatan dapat
terlaksana sesuai dengan perencanaan dan Standar
Operasional Prosedur (SOP);

o. menilai prestasi kerja bawahan;

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai pedoman dan ketentuan = Peraturan
Perundangundangan; dan

q- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah  sebagai pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugasnya.
Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai
tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yan meliputi
perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah
tangga dan urusan aparatur sipil negara kepada semua unsur
dilingkungan Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris
Dinas menyelenggarakan fungsi :

Sekretaris mempunyai rincian tugas, sebagai berikut :



. menyelenggarakan dan  mengordinasikan  penyusunan
program kerja dinas;

. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;

. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi
penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;

. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian
meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir
dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai
serta pensiun pegawai di lingkup Dinas;

. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset,
kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi,
keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan
Dinas;

. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penataan
kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas;

. menyelenggarakan koordinasi bahan penyusunan rancangan
produk hukum daerah dan pendokumentasian Peraturan
Perundang-undangan di lingkup Dinas;

. menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen

perencanaan dan laporan Dinas;

i. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan

kebijakan teknis di administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Bidang;

j. melaksanakan koordinasi dengan bidang secara berkala agar

program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan;

. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan
Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA),
Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah  (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung
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Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) lingkup Dinas; memberikan saran dan
pertimbangan sebagai bahan pengambilan kebijakan Dinas;

l. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Dinas;

m.menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan
pengendalian pelaksanaan kegiatan Sekretariat;

n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;

o. membimbing dan memberi petunjuk penyelesaian
permasalahan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan
program dan kegiatan agar program dan kegiatan dapat
terlaksana sesuai dengan perencanaan dan Standar
Operasional Prosedur (SOP);

p. menilai prestasi kerja bawahan;

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan; dan

r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Kepala Subbagian Umum

Kepala Subbagian Umum mempunyai rincian tugas, sebagai

berikut :
a. membuat rencana oprasionalisasi program kerja Subbagian;

b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal
pelaksanaan kegiatan subbagian berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rencana kerja

yang disusun terlaksana secara efektif dan efisien;

c. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, administrasi
barang dan perlengkapan Dinas, serta pelaksanaan administrasi

penggunaan dan pemakaian kendaraan Dinas;

d. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga, kearsipan,

kehumasan, dan keprotokoleran Dinas;



e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan penataan
kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas;

f. mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian
Dinas;

g. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan,

pendistribusian, dan inventarisasi perlengkapan Dinas;

h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor,

perlengkapan, dan kendaraan Dinas;
i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;

j- mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala
pegawai, dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan
pelatihan kepegawaian;

k. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran
disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai Dinas;

l. membuat laporan kepegawaian dan bahan pelaksanaan
penilaian kinerja setiap pegawai;

m. menyelenggarakan sistem pengendalian intern;

n.menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan
mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

o. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan serta mencari alternatif pemecahannya;

p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya; dan

q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Subbagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas, sebagai
berikut:

a. membuat rencana oprasionalisasi program kerja Subbagian;

b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal

pelaksanaan kegiatan subbagian berdasarkan ketentuan
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peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rencana kerja
yang disusun terlaksana secara efektif dan efisien;

c. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen perencanaan
kegiatan dan anggaran Dinas seperti Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT),
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA), dan dokumen lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

d.menyiapkan bahan dan menyusun dokumen laporan
pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dinas seperti Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD), dan laporan lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. memverifikasi dokumen administrasi keuangan;

f. melaksanakan proses administrasi terkait dengan
penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

g. melaksanakan pembukuan terhadap transaksi keuangan;

h. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;

i. melaksanakan pengendalian pelaksanaan transaksi keuangan;

j- memeriksa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan mengajukan
Surat Perintah Membayar (SPM);

k.memeriksa pembayaran gaji Surat Keterangan Penghentian
Pembayaran (SKPP) pegawai yang mutasi;

1. melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi, dan
menandatangani surat pertanggung jawaban (SPJ) atas
penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan
laporan bulanan;

m.mengkompilasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari
masing-masing bidang sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

n.menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi program,
kegiatan, dan anggaran Dinas;
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. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan,;

p. menyelenggarakan sistem pengendalian intern;

q- menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan

t.

mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi

permasalahan serta mencari alternatif pemecahannya;

. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya; dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Rincian tugas Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

sebagai berikut :

menyusun rencana kerja bidang pelayanan pendaftaran penduduk

berdasarkan renstra Dinas;

b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, Standar Operasional

€.

f.

Prosedur (SOP) dan jadwal pelaksanaan urusan pelayanan
pendaftaran penduduk berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang

disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien;

. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada

bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan

urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;

.melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan

pelayanan pendaftaran penduduk;
melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk;

melaksanakan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;

g. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran

penduduk;

h. melaksanakan sosialisasi terkait dengan pelayanan pendaftaran

penduduk;

melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk nonpermanen;

. melayani konsultansi permasalahan di bidang pelayanan

pendaftaran penduduk;
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k. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan
pelaporan dalam urusan pelayanan pendaftaran penduduk;

1. melakukan pengendalian internal dengan Sistem Pengendalian
Intern secara berkala agar permasalahan cepat dapat tertangani;

m.menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan
mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya; dan

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai rincian
tugas, sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja bidang pelayanan pencatatan sipil
berdasarkan renstra Dinas;

b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan jadwal pelaksanaan pelayanan pencatatan
sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat terlaksana
secara efektif dan efisien;

c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada
bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan
urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;

d. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan pencatatan sipil;

e. melaksanakan pelayanan pencatatan sipil;

f. melaksanakan penerbitan dokumen pencatatan sipil;

g. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan
sipil;

h. melaksanakan sosialisasi terkait dengan pelayanan pencatatan
sipil;

i. melayani konsultansi permasalahan di bidang pelayanan

pencatatan sipil;
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j- menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan
pelaporan dalam urusan pelayanan pencatatan sipil;

k. melakukan pengendalian internal dengan Sistem Pengendalian
Intern secara berkala agar permasalahan cepat dapat tertangani;

l. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan
mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

m.melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya; dan

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

dan Pemanfaatan Data

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan
mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja bidang pengelolaan informasi
administrasi kependudukan dan pemanfaatan data berdasarkan
renstra dinas;

b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan jadwal pelaksanaan urusan pengelolaan
informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan
serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan
rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektif dan
efisien;

c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada
bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan

urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;

d. melaksanakan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan meliputi pengelolaan teknologi informasi dan
komunikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dan
pengelolaan sumber daya manusia teknologi informasi dan

komunikasi;
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e.melaksanakan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,
kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan

administrasi kependudukan;

f. melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
meliputi pengolahan dan penyajian data kependudukan melalui

sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK);
g. melaksanakan kerjasama administrasi kependudukan;

h. melaksanakan perencanaan dan pengelolaan inovasi pelayanan

administrasi kependudukan;

i. melaksanakan sosialisasi terkait dengan pengelolaan informasi
administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;

j- mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan
kebijakan dibidang administrasi kependudukan;

k. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan
pelaporan dalam urusan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,
kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan

administrasi kependudukan;

1. melakukan pengendalian internal dengan sistem pengendalian

intern secara berkala agar permasalahan cepat dapat tertangani,

m.menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan

mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya; dan

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
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BAB II
RENCANA STRATEGIK DAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026
A PERENCANAAN STRATEGI

Perencanaan Strategi (Renstra) adalah merupakan proses yang
berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu
tertentu dengan memperitungkan faktor — faktor internal berupa
kekuatan dan kelemahan serta faktor — faktor eksternal yang berupa
peluang dan tantangan. Dengan demikian untuk mencapai tujuan
organisasi maka diperlukan : visi , misi, tujuan, sasaran, kebijakan,
program serta kegiatan yang realistis dan teratur sebagai pedoman
segenap anggota organisasi dalam menjalankan aktivitasnya sesuai
dengan tupoksi yang telah ditetapkan.

1. Visi dan Misi

Adapun Visi dari Pemerintah Kabupaten Jembrana yaitu :
“Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta
Berencana Dalam Bali Era Baru di Kabupaten Jembrana Menuju
Jembrana Yang Maju, Harmoni dan Bermartabat dengan
Membangun Manusia, Alam dan Budaya”

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten
Jembrana maka ditetapkan beberapa Misi Pembangunan, dimana
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan Misi
ke 4 yaitu “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif,
Adaptif, dan Inovatif” Penjabaran dan Penetapan Visi dan Misi
yang lebih realistis akan tampak pada perumusan Tujuan,
Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

2. Tujuan

Adapun Tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun adalah Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan

Dan Pencatatan Sipil Yang Efektif Dan Efisien.

16



Tabel. 2.1
Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jembrana

No Tujuan Indikator Kinerja Satuan Target
1 | Terwyjudnya 1. | Indeks Nilai/Predikat | 89.20

Layanan Kepuasan

Administrasi Masyarakat

Kependudukan terhadap

Dan Pencatatan layanan

Sipil Yang Efektif Administrasi

Dan Efisien Kependudukan

3. Sasaran

Setelah ditetapkan tujuan, selanjutnya ditentukan sasaran
yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam
jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.
Sasaran dirumuskan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat
diukur. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui
tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan
(Meneg PAN, 2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program

atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu
bulanan, triwulanan paling lama satu tahun. Sasaran Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk jangka waktu 1 tahun
tidak lepas dari Sasaran Rencana Staretgis (RENSTRA) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk jangka waktu
menengah yaitu 5 tahunan sebagai berikut :
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Tabel. 2.2

Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jembrana

dalam mendukung
pelayanan
administrasi

kependudukan

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan | Target
1 | Meningkatnya 1. Persentase Penduduk % 86
Kualitas Memiliki Dokumen
Kependudukan
Pelayanan 2. Cakupan Layanan % 100
Administrasi Administrasi
Kependudukan Kependudukan Berbasis
Elektronik/digital
kualitas tata Daerah
kelola
pemerintahan

4. Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)

Sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa strategi

adalah langkah — langkah berisikan program — program indikatif untuk
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mewujudkan Visi dan Misi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2025-2030

Sedangkan Arah Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai tujuan
pembangunan di Kabupaten Jembrana sebagaimana yang tertuang di

atas untuk Tahun 2025-2030.

Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas kependudukan dan
Pencatatan Sipil dari masing-masing Misi Dinas kependudukan dan
Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Strategi Arah Kebijakan

Peningkatan Pelayanan dalam 1) Meningkatkan Cakupan

bidang pendaftaran penduduk penerbitan Kartu Tanda
Penduduk (KTP-el),

2) Meningkatkan pelayanan
perekaman KTP-el,

3) Meningkatkan pelayanan
Pencetakan KIA,

4) Peningkatan pemehuhan

sarana prasarana penunjang

administrasi kependudukan

Peningkatan Kualitas Pelayanan 1) Meningkatkan Penerbitan
Bidang Pencatatan Sipil Akta Kelahiran Anak (Usia O-
17 Tahun),

2) Meningkatkan Penerbitan
Akta Kamatian
3) Meningkatkan Penerbitan

Akta Perkawinan

4) Meningkatkan Penerbitan
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S)

Akta Perceraian
Pemberian penghargaan atas
penerbitan akta kematian

tepat waktu bagi warga

masyarkat berKTP-el
Jembrana
Peningkatan Kualitas Pelayanan 1) Meningkatkan Perjanjian
Bidang Pengelolaan dan Kerjasama Pemanfaatan Data
Pemanfaatan Data
Kependudukan oleh OPD
2) Mingingkatkan Pengolahan
Data Kependudukan
3) Peningkatan pelayanan
Identitas Kependudukan
Digital
Peningkatan akurasi data Profil 1) Meningkatkan akurasi data
Kependudukan profil kependudukan
Kabupaten/Kota

5. Rencana Kerja Tahun 2026

Rencana Kerja Tahunan 2026 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dengan mengambil kegiatan
berupa kegiatan strategis maupun kegiatan penunjang. Berikut ini
diuraikan  Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan  pada  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sesuai
dengan PMDN Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Mendagri
Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 sebagai berikut :

Adapun program/kegiatan yang akan diambil oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk
Tahun 2026 terdiri atas 5 program dan 16 kegiatan dan 40 Sub.
Kegiatan yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota meliputi :
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5.

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

- Sub. Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

- Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD

- Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- Sub.Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Sub. Kegiatan :  Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub. Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

- Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi
SKPD
- Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub. Kegiatan : Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut
kelengkapannya

- Sub. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor

- Sub. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

- Sub. Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Sub. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan
penggandaan

- Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

- Sub. Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

- Sub. Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan
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6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub. Kegiatan : Penyediaan, Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan;
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub. Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan lainnya
- Sub. Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
B. Program Pendaftaran Penduduk
1. Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Sub. Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan
Rentan Administrasi Kependudukan
- Sub. Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
- Sub. Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
2. Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk
- Sub. Kegiatan : Pengadaan Dokumen Kependudukan
selain Blanko KTP-el, Formulir dan Buku terkait
Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
- Sub. Kegiatan : Pelayanan secara aktif Pendaftaran
Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting
terkait Pendaftaran Penduduk
- Sub. Kegiatan : Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
C. Program Pencatatan Sipil
1. Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil
- Sub. Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan
Dokumen atas Pelayaan Peristiwa Penting
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- Sub. Kegiatan : Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan
Sipil
- Sub. Kegiatan : Pengadaan Dokumen Kependudukan selain
Blanko KTP-el Formulir dan Buku terkait Pelayanan
Pencatatan Sipil
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- Sub. Kegiatan : Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
3. Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan
Pencatatan Sipil
- Sub. Kegiatan : Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan
Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku
untuk Pelayanan Pencatatan Sipil

- Sub. Kegiatan : Supervisi Bersama dengan Kantor
Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama
Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan
Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka
Pembangunan  Basis Data  Kependudukan  terkait
Pencatatan Sipil

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1. Kegiatan : Pengumpulan data kependudukan dan Pemanfaatan

dan penyajian Database Kependudukan

- Sub. Kegiatan : Pengelolaan dan Penyajian Data
Kependudukan
- Sub. Kegiatan : Kerjasama  Pemanfaatan  Data
Kependudukan

2. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan
- Sub. Kegiatan : Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan
- Sub. Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan
E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
1. Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan
- Sub Kegiatan : Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten
/Kota
a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
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¢) Administrasi Umum Perangkat Daerah

d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Tabel. 2.4
Target Pencapaian Kegiatan Tahun 2026

No Uraian Pagu Anggaran Target Lokasi Ket
1 2 3 4 5 6
9.975.120.449
URUSAN PEMERINTAH BIDANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 6.081.166.749 82.70
I DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 Evaluasi Kinerja 16.336.600 17
Perangkat Daerah
a Penyusunan Dokumen Perencanaan 11 Kab. Jembrana
Perangkat Daerah 2.467.600
b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 2 Kab. Jembrana
RKA-SKPD 899.000
c Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2 Kab. Jembrana
1.125.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 11.230.000 12 Kab. Jembrana
d Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
e Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Kab. Jembrana
615.000
2 Administrasi Keuangan Perangkat 5.476.333.849 17
Daerah
Penyediaan Gaji dan 5.473.837.649 53 Kab. Jembrana
a Tunjangan ASN
Koordinasi dan 12 Kab. Jembrana
b Pelaksanaan Akuntansi 1.882.000
SKPD
Koordinasi dan 5 Kab. Jembrana
c Penyusunan Laporan 614.200
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah 81.674.000 3
a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kab. Jembrana
Atribut Kelengkapannya 54.448.000 3
b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kab. Jembrana
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 27.226.000 4
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Administrasi Umum Perangkat Daerah

170.525.900

12 Jenis

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.846.000

Kab. Jembrana

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan
Kantor

9.600.000

Kab. Jembrana

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

34.984.400

Kab. Jembrana

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

6.797.500

Kab. Jembrana

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

81.298.000

30

Kab. Jembrana

Dukungan Pelaksanaan Sisitem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada
SKPD

36.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

151,200,000

Pengadaan Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

151,200,000

Kab. Jembrana

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

20.000.000

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

20.000.000

12

Kab. Jembrana

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

165.094.400

54 Buah

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

43.500.000

Kab. Jembrana

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

79.875.000

Kab. Jembrana

Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

16.500.000

33

Kab. Jembrana

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

21.221.400

Kab. Jembrana

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

4.000.000

Kab. Jembrana

II

PROGRAM PENDAFTARAN
PENDUDUK

1.224.313.600

93%

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1.164.899.100

26,000

Pendataan Penduduk
Non Permanen dan
Rentan Administrasi
Kependudukan

796.580.400

12

Kab. Jembrana

Pencatatan, Penatausahaan dan
Penerbitan Dokumen atas
Pendaftaran Penduduk

327.012.200

6,000

Kab. Jembrana

Pencatatan, Penatausahaan dan
Penerbitan Dokumen atas
Pelaporan Peristiwa Kependudukan

41.306.500

20,000

Kab. Jembrana

Penataan Pendaftaran Penduduk

43.554.000
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Pengadaan Dokumen Kependudukan
selain Blangko KTP-El, Formulir, dan
Buku terkait Pendaftaran Penduduk
sesuai dengan Kebutuhan

43.554.000

Kab. Jembrana

Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk

15.860.500

Pelayanan secara Aktif Pendaftaran
Peristiwa Kependudukan dan
Pencatatan Peristiwa Penting Terkait
Pendaftaran Penduduk

12.400.000

1 Kab. Jembrana

Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

3.460.500

1 Kab. Jembrana

III

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

2.598.557.100

100%

Pelayanan Pencatatan Sipil

2.588.053.900

Pencatatan, Penatausahaan dan
Penerbitan Dokumen atas Pelaporan
Peristiwa Penting

91.805.400

11,500 Kab. Jembrana

Peningkatan dalam Pelayanan
Pencatatan Sipil

2.458.320.000

2 Kab. Jembrana
Layanan

Pengadaan Dokumen Kependudukan
selain Blangko KTP-El, Formulir, dan
Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai
dengan Kebutuhan

37.928.500

1 Kab. Jembrana

Penyelenggaraan pencatatan sipil

3.100.000

100%

Sosialisasi terkait pencatatan sipil

3.100.000

Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

7.403.200

Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan
Blangko Dokumen Kependudukan,
Formulir, dan Buku untuk Pelayanan
Pencatatan Sipil

6.528.200

1 Kab. Jembrana

Supervisi Bersama dengan Kantor
Kementerian yang Menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Agama
Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama
Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah,
Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk
yang Beragama Islam dalam rangka
Pembangunan Basis Data
Kependudukan terkait Pencatatan Sipil

875.000

1 Kab. Jembrana

v

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

70.258.000

100

Pengumpulan Data Kependudukan dan
Pemanfaatan dan Penyajian Database
Kependudukan

6.675.000

Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan

5.100.000

2 Kab. Jembrana

Kerjasama Pemanfaatan Data
Kependudukan

1.575.000

3 Kab. Jembrana

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan

63.583.000

Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan

55.948.000

2 Kab. Jembrana

Sosialisasi terkait Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan

7.635.000

1 Kab. Jembrana

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL
KEPENDUDUKAN

825.000

Penyusunan Profil Kependudukan

825.000

Penyediaan Data Kependudukan
Kabupaten/Kota

825.000

1 Kab. Jembrana
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BAB III
PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana merupakan intisari dari
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun 2026 sebagaimana
tertuang dalam APBD Tahun 2026. RKT ini selanjutnya akan dipakai
acuan dalam menyusun pertanggungjawaban atas keberhasilan dan
kegagalan penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2026 dan juga
dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak
terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat
langkah- langkah perbaikan di masa-masa mendatang.

Dengan tersusunnya RKT Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Jembrana Tahun 2026 ini, diharapkan dapat
memberikan gambaran kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2026 dan
bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintah di Tahun

berikutnya.
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